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ARTICLE INFO ABSTRACT

Article history : Aparatur Sipil Negara sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan
gzifq’:jd %Z f; ;gﬁ; publik kepada masyarakat harus mempunyai kompetensi yang baik. Dengan
A ccépwd Mei 27, 2026 kompetensi yang baik tersebut selain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan

optimal juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sehingga untuk dapat meningkatkan kompetensi perlu dilakukan pendidikan

Kata Kunci: dan pelatiha bagi para Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah
;e“didikan dan pelatihan; untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam
ompetensi;

Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan
Organisasi Kementerian Perhubungan. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan
Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan dalamkondisi baik. Hal ini diketahui dari aspek komunikasi dalam
kondisi sudah jelas, aspek sumber daya juga sudah memadai, aspek disposisi
sudah sesuai, dan aspek struktur birokrasi dalam kondisi sudah mendukung.
Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam
Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan
Organisasi Kementerian Perhubungan adalah pada program kerja, anggaran
Copyright (c) 2026 yang terbatas serta peserta yang tidak memenuhi kuota. Pendorong
jZ%Z;;aJSI;%ZZOkW Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan

Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan adalah adalah membuat programpelatihan yang menarik serta
waktu pelatihan yang lebih panjang

Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari
kesempunaan Aparatur Sipil Negara dan kesempurnaan Aparatur Sipil Negara pada pokoknya
tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Sipil Negara
tetapi juga adalah abdi Negara dan masyarakat yang hidup ditengah- tengah masyarakat dan bekerja
untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu kedudukan fungsi dan peranan Aparatur Sipil Negara
yang bertugas sebagaiabdi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan
pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan
sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Bila sikap seorang pegawai tidak baik dalam bekerja, maka yang bersangkutan tentu tidak akan
memenuhi keinginan-keinginan yang ada yang ada pada dirinya. Hal ini sudah merupakan hukum alam,
bahwa tiada kemenangan yang dapat diraih tanpa pengorbanan dan tiada pengorbanan yang sia-sia.
Artinya orang yang tidak mau bekerja tidak akan memperoleh sesuatu, dan orang-orang yang sikapnya
baik dalam bekerja, cekatan dan rajin bekerja tentu akan memperoleh sesuatu imbalan dari apa yang
dikerjakannya.

Kondisi aparatur seperti dijelaskan diatas diasumsikan sebagai penyebab utamanya adalah
motivasi dan disiplin kerja. Secara teori berbagai definisi tentang motivasi biasanya terkandung
keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif. Dengan demikian suatu motif
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adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan dan menggerakkan dan motif itulah yang
menggerakkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan
dengan pencapaian tujuan. Dorongan seseorang untuk bekerja dipengaruhi adanya kebutuhan yang
harus dipenuhi dan tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap pegawai, sehingga dapat terjadi
perbedaan motivasi dalam berprestasi.

Tabel 1. Hasil Survei Mengenai Penyebab Menurunnya Kinerja Pegawai Biro
Sumber Daya Manusia dan Organisasi
No Faktor Penyebab Menurunnya Kinerja Karyawan Jumlah Jawaban Persentase

1 | Ketidaktepatan Penyelesaian Tugas 7 35%
2  Ketidak sesuaian jam kerja 6 30%
3 | Tingkat kehadiran yang menurun 4 20%
4  Kurangnya kerjasama antara karyawan 3 15%

TOTAL 20 100%

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Hasil survey tersebut menunjukkan sebanyak 7 orang (35%) menurunnya kinerja pegawai
disebabkan ketidaktepatan penyelesain tugas, sebanyak 6 orang (30%) mengatakan bahwa menurunnya
kinerja pegawai karena adanya ketidaksesuai jam kerja, dimana sering terjadi pelanggaran jam kerja.
Sementara itu, sebanyak 4 orang (20%) mengatakan bahwa menurunnya kinerja pegawai karena tingkat
kehadiran yang menurun, dan sebanyak 3 orang (15%) mengatakan bahwa menurunnya kinerja pegawai
karena pegawai Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan kurang
bekerjasama dengan pegawai lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau suatu tugas yang ditentukan oleh
instansi.

Dalam upaya untuk meingkatkan kinerja pegawai pada Biro Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kementerian Perhubungan dilakaukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti
mengadakan seminar, simposium, juga pendidikan dan latihan bagi aparatur. Harapannya adalah adanya
peningkatan kemampuan pegawai setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Seminar yang dilaksanakan
ataupun diikuti oleh pegawai disesuiakan dengan kebutuhan organisasi, karena diharapkan setelah
mengikuti seminar pegawaai mempunyai pengetahuan baru terkait dengan isi ataupun materi seminar.

Permasalahan berikutnya adalah pengembangan kompetensi tidak berkaitan langsung dengan
kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik serta anggaran
kegiatan yang terbatas. Pemasalah lainnya adalah pada penyususnan kebijakan pengembangan pegawai
belum didasarkan pada analaisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Pada sisi lainnya pengembangan
ASN belum mengacu pada perencanaan pembangunan baik tingkat nasional muapun tingkat daerah.

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi permasalahan kompetensi pegawai, salah satunya
melalui melalui program pendidikan dan pelatihan. Upaya peningkatan kompetensi sumber daya
manusia dalam ranah ini, menjadi tantangan pemerintah. Pemerintah harus melakukan upaya perbaikan
dalam internal suatu lembaga, melalui pengembangan kompetensi. Pendidikan dan pelatihan,
merupakan sebuah investasi sumber daya manusia pemerintah, berkaitan dengan pemberian layanan
publik (Masdar, 2019:113)

Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan
kesatuan, Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir
dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan
yang baik. Dengan harapan akan terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing.

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitan yaitu metode pendekatan kualitatif. Menurut
Mulyadi (2014:149), Analisis data kualitatif adalah analisis yang berbasis pada kerja pengelompokan
simbol - simbol selain angka, simbol itu berupa frase atau kalimat yang menunjukan beberapa kategori.
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Input maupun output analisis data kualitatif berupa simbol, dimana outputnya disebut deskripsi verbal.

Menurut Nazir dalam Mulyadi (2020:123), “Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif
bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar venomena yang diselidiki.”

Jenis penelitian ini, penelliti menggunkan Jenis model penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci mengenai keadaan
tertentu. Penelitian deskriptif atau penelitian non eksperimen, yaitu peneliti ini tidak melakukan
manipulasi variable dan juga selalu menggunakan fakta yang sesuai terjadi di lapangan Berdasarkan
tempat pelaksanaanya, penelitian ini dilakukan di Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang
secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam
penelitian.

B. Operasional Konsep

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan
dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu
yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti
yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara
pengukuran konstrak yang lebih baik.

Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi pelatihan teknis,merupakan sebuah proses
yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kompetensi teknis sumber
daya aparatur, sesuai prosedur yang berlaku,untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis tertentu.
Ciri penelitian yang akan s dibahas melalui penelitian ini adalah melihat bagaimana proses
implementasi kebijakan pengembangan kompetensipelatihan teknis di Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kementerian Perhubungan, yaitu apakah telah sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 677 Tahun 2019.

C. Model Konseptual

Implementasi Kebijakan
Pendidikan dan Pelatihan ASN

|

Implementasi Kebijakan
Dimensi :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Sumber : George Edwards Ill dalam Joko

Kendala

Solusi

Temuan Penelitian
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D. Teknik Analisis Data
1. Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (2020:114), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan
Menurut Mulyana (Mulyadi 2016:128), “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan
pertanyaan - pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

2. Pengamatan (Observasi)

Menurut (Morissan,2017:143) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan eseharian manusia
dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu tamanya. Dokumentasi adalah salah satu
metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

3. Studi Pustaka

Data yang diperoleh dalam mendukung informasi yang didapatkan melalui literatur buku, website,
jurnal penelitian terdahulu, dan arsip dokumen.

4. Dokumentasi

Menurut Mardawani (2020:52), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk
penelitian.

E. Teknik Analisi Data

Menurut Sugiyono (2020:132) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari penggalian data kemudian diorganisasikan ke dalam beberapa
kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi
Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Dalam mengukur Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya
Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan, penulis menggunakan Model Teori Implementasi menurut Edward III (Syahruddin,
2019:58-63).

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka aspek struktur birokrasi di Biro Sumber Daya
Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan sudah seluruhnya mendukung Implementasi
Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber
Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan.

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan
Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Mengukur penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya
Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena implementasi kebijakan dapat dikaji
dari berbagi sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Sejalan dengan waktu penghambat lainnya menurut akademisi yaitu sisi pemerintah biasanya
berkaitan sama anggaran namun tidak semua anggran disetujui dan biasanya dari jumlah personil
yang kurang, serta Sisi peserta biasanya waktu yang diberikan dalam pelatihan kurang lama dan
materi yang di berikan kutrang bervariasi
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3. Upaya Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan dalam
mengatasi hambatan implementasi program balai latihan kerja

Bahwa upaya mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam
Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan berdasarkan wawancara adalah membuat program pelatihan yang menarik serta waktu
pelatihan yang lebih panjang.

Dalam menjalankan implementasi kebijakan terdapat faktor pendorong yang dapat menunjang
jalannya implementasi dengan baik, maka faktor tersebut diharapkan bisa membantu pelaksanaan
kebijakan agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam
Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai
Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan telah berjalan dengan baik.
Hal ini diketahui dari aspek komunikasi yaitu dari transmisi dari kelompok sasaran telah terlaksana
dengan baik, dalam aspek sumber daya yaitu kompetensi implementator dan sumber daya finansial
telah terpenuhi, selanjutnya dalam aspek disposisi yaitu komitmen, kejujuran dan sifat demokratis
telah terlaksana dengan baik, dan aspek struktur birokrasi yaitu standart operating procedure
(SOP)dan fragmentasi telah terpenuhi.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan
Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian Perhubungan adalah
pada program kerja yang terlaksana hanya 11 kegiatan dari 15 kegiatan dan jumlah peserta yang
tidak memenuhi kuota di 4 kegiatan.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Upaya
Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kementerian
Perhubungan adalah adalah membuat program pelatihan yang menarik dan waktu pelatihan yang
lebih panjang.
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